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2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Melawi clan Kabupaten Sekadau di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tamhlihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublilc Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) aebagaimana telah diubah beberapa k:ali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Ataa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembanul Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

s. Pcraturan ... 

. • 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 
pemilihan, pelaksanaan kewajiban, tugas, wewenang dan hak 
serta pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai 
mekanisme dan keberadaan Kepala Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan dengan telah ditetapkannya Undang­ 
U ndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peratu.ran 
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan 
dan discmpurnakan dengan membentuk Peraturan Daerah 
tentang Kepala Desa; 

BUPATI MELAWI, 

KEPALADESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI 
NOMOR '1 TAHUN 2 01 '1 

TENTANG 

BUPATI MELAWI 

PROVlNSI KALlMANTAN BARAT 

\ . • • 

Mengingat 

Menimbang 



' 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Dacrah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pcmerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut azas 
otonomi dan rugas pembantuan dengan prinslp otonomi seluas-luasnya dalam 
sistcm dan prinsip Negara Kcsatuan Rcpublilc Indonesia seb&ga.imana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republilc Indonesia Tahun 
1945 

4. Bupati adalah Bupati Melawi. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pcrangkat Daerah. 
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Pcrangkat Dacrah. 
7. Dcsa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prak.arsa masyarakat, hak asaJ uauJ, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dawn sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republi.k Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republlk Indonesia. 

9. Pemcrintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelcnggara Pemerintahan Desa. . . 

10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegidia.tangkaPetmdenntahBanPDDesadalah. 
1 Sadan Pcnnusyawaratan Desa yang selanjutnya sin cngan a 1 

· Jembaaa yana mclakMnakan funpi pcmcrintahan Yarli anaotanya men.apakan 
wakil dari pendudu.k Oesa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. . 
Mus warah Deea adalah musyawarah antara BPD, Pemenntah ~aa, dan 12· uns.: masyarakat yang diaelenggarakan oleh BPD untuk menyepekati hal yang 

bersifat strat.cgis. 13. Pcrangkat ... 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersarna 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI 

dan 
BUPATI MELAWI 

5. Pcraturan Pemcrinta.h Nomor 43 Tahun 2014 tcntang 
Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 N.omor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 5539) sebagalmane tclah diubah ctenaan 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 47 Tllhun 2015 tcntang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tuhun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lcmbaran Negara RcpubUk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5717). 
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d. tidak ... 

. hale pilih adalah penduduk desa, Warga Negara Republik 
(1) Yang mempunyai . berikut. 

Indonesia dengan syarat sebagai an · bersangk\.ltan paling kurang 6 (e~) 
a. terd~ ~~I™ ~?-Q\ldl.Ut desa. Y sa! pemungutan suara yang dibuktikan 

bulan terakhir terhitung sampai Kartu Tanda Penduduk; 
dengan Kartu Keluarga dan/ atau dah ben,unur 17 (tujuh belas) tahun atau 

b. pada hari pem~tan suara su 
sudah/ pemah me~; berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

c. tidak dicabut hak pilihnya 
berkekuatan hukum tetap; dan 

Bagian Kedua 
Hale Pi1ih dan Dipilih 

Pasal 4 

) Ke ala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. . . . g) Pe~ilihan Kepala Desa bersifat langsung, umurn, bebas, rahasia, JUJur, dan 

adil. lal · tah · (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanaka.n me w apan · 
a. persiapan; 
b. pencalonan; 
c. pemungutan suara; dan 
d. penetapan. 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Um urn 

BAB Ill 
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

( I] Pemilihan Kcpala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah 
Daerah. 

(2) Pernilihan l((;pWa Desa secara serentak sebagaimena dimaksud pada ayat (l) 
dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) k.ali dalam jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kcpala Desa dalam r~gka 
penyelenggaraan pemilihan Kcpala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat 
Kepala Desa. 

(4) Penjabat Kepala Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal darl 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemcrintah Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMILIHAN SERENTAK 

33. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah 
Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah 
terbanyak sesuai ketentuan dalam Pcmungutan Suara Kcpala Desa yang 
dinyatakan sah. 

34. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditcta,pkan 
oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan. ··-- 

35. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati 
untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hale Kepala Desa dalam 
kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau Kepala Dcsa Antar 
Waktu. 



(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari 
unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat 
desa dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya 
merangkap anggota, terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; 

Pasal 8 

Paragraf 3 
Susunan, Togas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan 

(1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhlr masa jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BPD segera memproses 
Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan 
dengan Keputusan BPD. 

(2) Dalam rangka pela.ksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), B:PD segera memprosee Pemilihan Kepala 
Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan 
BPD paling lambat IO (sepuluh) hari setelah pemberitahuan Bupati. 

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) bersifat mandiri dan tidak memihak. 

(4) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan 
mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan 
tokoh masyarakat yang ada di desa untuk bermusyawarah. 

Pasal 7 

Paragraf2 
Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan 

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya mass. 
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa 
jabatannya. 

(2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga. 
mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhimya masa jabatan 
Kepala Desa. 

(3) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan 
kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 

Pasal 6 

Paragraf 1 
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan 

Yang mernpunyai hak dipilih adalah penduduk desa setempat Warga Negara 
Republik Indonesia yang telah melalui serangkaian proses penjaringan dan 
penyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih. 

Bagian Ketiga 
Tahapan Persiapan 

Pasal 5 

d. tidak terganggu jiwa dan ingatannya. 

(2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti 
otentik mengenai usia pcmilih, yang dijadikan dasar pcnentuan adalah bukti 
yang dikeluarkan lebih dahulu. 



Pasal 10 ... 

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS, serta rencana anggaran biaya 

pemilihan setelah bcrkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang 
membidangi pemerintahan desa; 

b. jadwal/waktu pemilihan, penetapan TPS dan rencana anggaran biaya 
pemilihan sebagaimana dima.ksud pada huruf a, dimintakan persetujuan 
BPD; 

c. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan 
persetujuan BPD; 

d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon; 
e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon; 
f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon; 
g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat 

membcrikan saran/masukan atau aduan/kebcratan atas Calon sebclum 
ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD; 

h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang 
Berhak Dipilih; 

i. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Pan.itia Pemilihan; 
j. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki 

diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPI' scrta mengumumkannya 
kepada masyarak.at; .. . ... 

k. menyelenggarakan kampanye yang diilruti Calon yang Berhak Dipilih; 
1. menyelenggarakan Pemungutan Suara; 
m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pemilihan; 
n. me~ koordinasi kepada pihak terkait yang bcrhubungan dengan 

proses Pem.ilihan Kepala Desa; . 
o. membuat Serita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan 

Suara dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan 
p. mela~rkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku 
adil, jujur, transparan dan penuh tanggungJawab. . . . . 

(3) Dalam melaksenakan tugas clan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung 
jawab kepada BPD. 

Pasal 9 

d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih· 
e. Seksi Keamanan; • 
f. Seksi Logistik; dan 
g. Seksi Pemungutan Suara. 
Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan d 
mufakat d t diri dari cngan cara musyawarah 

. an er unsur scbagaimana dimaksud pada ayat (1) accara proporsionaj. 
Dalam hal pene~tuan susunan Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada 
a!at (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka 
dilak:-anakan melalui mckanisme pemungutan suara. • 
Apabila anggota Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ada 
yang mendaftarkan diri . sebagai Bakal Calon atau bcrhalangan tetap, maka 
K~tua BPD. membcrhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil 
lam yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

(5) P~~a Pe~an berjumlah 7 (Tujuh) orang. 
(6) P~mti~ Pernilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan 

diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD. 



( 1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa. 
setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­ 

Undang Dasar Negara Republilc Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama at.au 
scderajat; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. 
f. bersedia clicalonkan menjacli Kepala Desa; 
g. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 

1 (satu) tahun terakhlr terhitung sebclum diterimanya bcrkas 1amaran oleh 
Panitia Pemilihan; 

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan 
atau hukuman percobaan; 

1. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana 
kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; 

J. tidak sedang dicabut hale pilihnya scsuai dengan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tet.ap; 

k. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pid~ penjara dan 
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada J?ublik bah~ yang 
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan 
berulang-ulang; 

I. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang 
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah; 

n. tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 
jabatan; 

o. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat 
Kenala Desa: dan 

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya 
pengisian lowongan jabatan Kepa.la Desa disertai dengan persyaratan dan 
jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum. 

(2) Pengurnuman dan pendaftaran Baka.I Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja 

Pasal 12 

Pasal 11 

Paragraf 1 
Pengumuman, Persyaratan dan Alat Pembuktiannya 

Bagian Keempat 
Tahapan Pencalonan 

Panitia Pernilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang tclah 
disetujui BPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b kepada 
Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tcrbcntuknya 
Panitia Pemilihan. 
Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. 

•-~ .&.V 



K pa1a D di iukan _ _,_ .. ....,. tertulis di atas (1) Pennohonan pcndaftaran Calon e .. ~sa &J -..--..... lalui 
kertas segel/benneterai cukup dan ~ kcpada Ketua BPD me 
Ketua Panitia Pcmilihan dengan melampirkan : . . . bat tingkat 
a. Surat keterangan scbagai bukti Warga Negara Indonesia dan peJ• 

Daerall. b. Surat ... 

Pasal 17 

Oalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana climaksud dalam Pasal 1? ayat (2) 
terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan 
scmcntara dari jabatannya selama menjadi Kepa.la Desa tanpa kehilangan hak 
sebagai Pcgawai Ncgeri Sipil. 

Pasal 16 

(1) Dalam hal Anggota BPD akan mcncalon.kan diri, harus mendapatkan izin dari 
Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Sakal Calon. 

(2) Anggota BPD sebagaimana diroaksud pada ayat (1) diberi cuti scjak ditetapkan 
sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon 
Terpilih. 

(1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala 
Desa harus mengajukan izin cuti kepada Kepala Desa sebelum mcndaftarkan 
diri sebagai Ba.kal Calon Kepa.la Desa. 

(2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri scbagaimana dimaksud ayat (1) diberi 
cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai ba.kal calon Kepala 
Desa sampai dengan selcsainya pelaksanaa.n penetapan Calon Terpilih. 

(3) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Pcrangkat Desa yang akan 
mcncalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Togas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap olch 
Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dcngan Kcputusan Kcpala Desa. 

Pasal 15 

Pasal 14 

Pasal 13 

(1) Bagi Kepala ~esa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti 
kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri scbagai Bakal Calon Kepala Desa. 

(2) K~pala Desa sc~aimAna dimak~Ud pada ayat ( 1) diberi cuti terhitung sejak 
ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksana.an penetapan 
Calon Terpilih. 

(3) Dalam ~al Kepala Desa sedang cuti aebagaimana dimakaud pada ayat (2), 
~kretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang 
ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

(4) Dalam hal Sckrctaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara 
atau diberhentikan, ma.ka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang 
dipandang mampu melaksana.kan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang 
ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

p. berkelakuan baik. 
(2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalon.kan diri · . 

pcrsyaratan sebaga.iman dimaks • selain harus memenuhi 
tertulis dari Peiabat Pe b8: K ud pada ayat (1), harus mendapatkan izin 

;.i m ma epegawaum. 
(3) Ke~ Desa, ~ransk:at f?esa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri haru 

men apatkan 1Zln dari Pejabat yang berwenang. s 
(4) Per~gkat Desa dan Anggota BPD harus mengundurkan diri dari · be. 

apabila dinyatakan terpilih. ja tannya, 



Paragraf2 ... 

b. Surat Pcrnyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan . 
1. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa· · 
2. memegang teguh dan rnengamalkan p' . 

Negara Republik I d . ancasila, Undang-Undang Dasar 
. n onesia Tahun 1945 mempcrta.hankan d 

B
mhine~elihkaaraTunkeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ~ 

ne ggal lka. 
3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
4 · ~ggup berkelakuan bailc, jujur dan adil; 
5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau 

hukuman percobaan; 
6. tid~k sedang bers~tus te~gka atau terdakwa karena tindak pidana 

kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; 
7 · sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat 

Kepala Desa; dan 
8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) pcriode masa jabatan. 

c. ~?tokopi/ salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat daear sampai dengan 
ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 

d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kena! La.hir yang 
dilegalisir pcjabat yang berwenang; 

e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir dan surat keterangan 
bertempat tinggal paling kurang 1 (satu] tahun sebelum pendaftaran dari 
Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa; 

f. fotokopi Kartu Keluarga/ C 1 yang telah dilegalisir; 
g. Surat Keterangan dari Ketua Pcngadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi 

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karens melakukan tind.ak pidana yang diahcam 
dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan 
bahwa pemah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman 
paling singkat 5 (lima) tahun dan telah S (lima) tahun selesai menjalani 
pidana penjara serta mengumumkan secara jajur dan terbuka kepada 
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 
pelaku kejahatan berulang-ulang; 

h. Surat Keterangan dari Ketua Pcngadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut 
hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

1, Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan olch Dokter Rumah Sakit 
Umum Daerah yang menerangkan ba.hwa yang bersangkutan sehat jasmani 
dan rohani; 

j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pcrnah menjadi 
Kepa.la Oesa selama 3 (tiga) periode masa jabatan; 

k. Oaftar Riwayat Hidup; 
1. Surat Kcterangan Cata.tan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

setempat; 
rn. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin 

cuti dari Bupati; 
n. bagi Perangkat Oesa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa; 

o. bagi Anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati; . 
P· bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pcjabat Pembina 

Kepegawaian; dan .. 
f to berwarna ukuran dan banyaknya ditentukan Pamua. q. pas o , . 

ba · a dirnaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Baka1 
(2) Warga desa se g8JJllaJ1 

Calon Kepala Oesa. 



Panitia Pemilihan menyusun DPS pada sctiap TPS. . . . . 
(l) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ru1:1111urokan oleh ~na Pemilihan 
(2) di masing-masing dusun sclama 7 [tujuh] hari untuk mem~rikan kesempatan 

a masyarakat mengajukan saran clan usul perbaikan. 
kepada w~.. di baiki p itia Pemilihan menyampaikan DPS kepada 

(3) Setelah diteliti clan per • aru 
BPD. . ) hari sctelah diterimanya DPS sebagaimana diroaksud 

(4) Paling 1a.m;)7 J~uh BPD mcngcsahkan DPS menjadi DPT dengan Kcputusan 
pada ayat ( , e _'!_1.,,. ... kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumlcan BPD dan menyeu,.u.~.~-u 
kembali di masing-masmg TPS dan dusun. 

Pasal 23 

. Surat Panggilan kepada Pemilih yang namanya 
( 1) Panitia Pemilihan memberikan da · paling Iambat 1 (satu) hari sebelum 

tum dalam DPT dengan tan tenma 
tercan ggilan 
Pemungutan suera. OPT amun belum mcnerima Surat Pan 

(2} Pemilih yang terdaftar dalam ggilann kepada Panitia Pcmilihan sebelum 
dapat meminta Surat Pan 
Pemungutan Suara ditutup. (3) Apabila ... 

Pasal 22 

Paragraf6 
Penyusunan DPS, DPI', dan Pemberian Surat Panggilan 

Paragraf S 
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih 

Pasal 21 

(1) Pan_i~a Pemilihan roengajukan Calon yang telah roemenuhi persyaratan paling 
sedikit ~ (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon kepada BPD 
untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih. 

(2) BPD setelah menerima basil penetapan Calon dari Panitia Pemilihan, 
menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita 
Acara Penetapan Calon dan psngaduan dari warga masyara.kat. 

(3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam Keputusan BPO. 
(4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat untuk 

ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, maka BPD memerintahkan 
kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang. 

(5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara 
administratif tidak menghilangkan hak Calon yang memenuhi syarat untuk 
ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih. 

(6) Keputusan BPD sebagaimana din»\ksud pada ayat (3) di~pailam kepada 
Ketua Panitia Pemilihan 14 (empat belas] hari sebelum pemungutan euara. 

(7) Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD scbagaimana dimaksud 
pada ayat (6), pada hari itu juga rnelakukan pengundian Nomor Urut yang 
dihadiri Calon yang Berhak Dipilih. 

(8) Berdasarkan Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dengan pemasangan 
nomor urut, foto, dan nama, sclama 3 (tiga) hari yang dimulai dari 6 (enam) 
hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 3 (tiga) kali 24 (dua puluh 
ernpat] jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 

Pengaduan sebagairoana dimaksud . . . 
menjadi bahan pertimban pad.a ayat (1) sctclah diteliti kcbenarannya 
dal gan dan bahan penyelesaian roasal Lh bagi BPD am menetapkan Calon yang Bethak D. ilih a 
Pengaduan yang melebihi batas waktu ip · . . 
tidak dipertimbangkan dan tidak sebag~a dimakaud pada ayat (1) memenganllu basil pemilihan. ' 



k. mclibatkan ... 

(1) Calon yang Berhak Dipilih dalam melaksanakan kampanye dilarang: 
a. mempcrsoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Daser Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. menghina, menghasut clan mengadu domba ~~~g, agama, euku, ras, 

golongan, kelompok atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya; 
c. menodei rasa susila dan tata pergaulan maeya.rakat; . 
d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan datau1 tamen~Jurkanpok 

penggunaan kekerasan kepada perseorangan an a u e om 
masyarakat; . . 
mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban wnum; . 

~-- mengancam dan menganjurkan penggunsahaan kekerasan untuk mengambil 
alih kekuasaan dari pcmerintahan yang ; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang 
Berhak Dipilih leinnya; . 

h. menggunakan faeilitae dan anggaran Pemenn:;:11:; 
menggunakan tempat ibadah dan tempat pen ; 

.i- melakukan pawei atau arak-arakan; dan 

I 

Pasal 26 

Pasal 25 

( 1) Karnpanye berisi paparan visi, misi, dan program Calon yang Berhak Dipilih 
yang akan dilaksanakan apabila yang bcrsangkutan terpilih menjadi Kepala 
Dcsa. 

(2) Bentuk kampanye dapat meliputi : 
a. dialogis; 
b. pcnycbaran brosur/lea.fict; 
c. pcnempclan foto; dan/ atau 
d. pernasangan spanduk, baliho, dan rontek. 

(3) Kampanye yang dilaksanakan sccara dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih clan maayarakat 
desa yang bersangkutan. 

(4) Kampanye dilakaanakan eelama 3 (tiga) hari clan berakhir 3 (tiga) kali 24 (dua 
puluh empat) jam sebclum pemungutan suara. 

(5) Dalam pclaksanaan kampanye Caton yang Berhak Dipilih wajib memperhatikan 
etika dan estetika. 

Paragraf 7 
Kampanye Calon 

Pasal 24 

(1) Penduduk Desa yang belum t daf 
sebagai pemillh sebagaiman er . tar dalam DPI' namun memenuhi syarat 
menggunakan hak ilih ~ dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat 
Kartu Tanda Penduciuk ~~ !~~:t~ domistya dengan men~jukkan 

(2) Penduduk Desa seba . . e uarga as . 
pemilih tambahan d g~a d.imaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai 
Pernilih an dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia 

(3) i an pada saat melaporkan hasil pemungutan suara 
Ketua Panitia Pemilih . . · d an rnelaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud 
~ a ayat (2) kepada BPD dalam bontuk Serita Acara Pemilih Tambahan untuk 
disahkan dalam DPTb dengan Kcputusan BPD. 

Apabila Surat Panggilan hilan .. 
dengan men~si blangko yang di~ :::~1h da~t meminta penggantian 
Surat Panggilan sebagairnan di tia Pcmilihan. 
Pemilih untuk mendapa~ imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diguna}can 
di ten tu.lean. surat suara di TPS pada hari , yang telah 



KPPS membuka kotak suara den 
Sebelum pelaksana.an pemungu::t:rn s-;::\,ara Saksi bahwa kotak suara dalam 
memperlihatkan kcpada para Pe ...,, kembali mengunci dan menycgel dengan 

1an·utnya menu ...... p ' milih kcada.an kosong se ~ dibubuhi cap atau stempcl Panitia Pe an. 
menggunalcan kertas yang Pasal 30 ... 

Pasal 29 

Paragraf 1 
Pclaksanaan Pcmungutan Suara 

Pasal 28 

tan suara Calon yang Berhak Dipilih dspat menugaskan 
(1) Pada. saad t pemunsuragut Mandat • untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya 

saks1 engan 
pemungutan suara. Be hak Dipilih dilakukan oleh penduduk dcsa yang 

(2) Pemilihan da~i:!~:° o~lan ~nduduk desa scbagaimana dimaksud dala.m Pasal 
terdaftar . dak boleh mewakilkan. . 
24 ayat ( 1) eerta ti milih yang kondisi fisilmya tidak memunglcinkan 

(3) Dalam hal terdapat seorang pc · rahasia pcmilihan yang 
untuk memberikan suar~~:a::~uf:c suara dibe.nW oleh ~rang 
bersangkutan dalam m::::m dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS serta 
yang ~~~1:1' 8= :ara ke dalam kotak suara. 
mema&UAJUU• 

Bagian Kelirna 
Pemungutan Suara 

Pasa127 

(1) Masa tenang diberlakukan mulai 3 (tiga] kali 24(dua puluh empat] jam sebelum 
dan berakhir pada saat akan dimulainya pcmungutan suara. 

(2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak 
Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang 
Berhak Dipilih. 

Paragraf 8 
Masa Tenang 

k. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD. 
P~langgaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebepimana 
dun~sud d~am Pasal 26, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi olch 
Panitia Pemilihan berupa : 
a. pe~gh_entian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pclanggaran apabila 

terjadi gangguan terhadap keamanan; dan 
b. pengenaan denda pelanggaran pelaksanaan kampanye. 
Denda sebagaimana dimakeud pada ayat (2) huruf b merupakan penerimaan 
desa. 

(4) Pengenaan denda terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pclaksanaan 
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, buruf c, 
huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, tidak menghapus tindak pidananya. 

(5) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa sebagaimsna 
dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Oipilih pada saat 
pemungutan suara tidak berada di tempat pcmilihan maka Panitia Pcmilihan 
memberikan sanksi berupa denda. 

(7) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggs.ran dan besaran dmda 
yang dibebankan kepada Caton yang Berhak Dipilih diatur da1am tata tertib 
yang disusun oleh Panitia Pemilihan. I 



Berita Acara Penghitun~ 
. suara di TPS dituangk.an d~ KPFS serta dapat dilengkap1 

Hasil penghi~~tangani oleh Ketua dan Sekretan 
suara yang ditan . Paragraf 3 ... 
tanda tangan sakSt. 

Surat suara sah apabila: ang dikeluarka.n oleh Panitia Pcmilihan; 
a menggunakan surat suara y Panitia Pcmilihan dan stempel Panitia Pemilihan 
b. terdapat tanda tangan Ke:/ li 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang 

. serta tanda tangan ba as 
bersangkutan; tulisan atau tanda; 
tidak terdapat tambahan . da 1 (satu) kotak yang memuat nomor, 

c. d pat 1 (satu) atau lebih coblosan pa Be hale Dipilih, meslcipun tcrdapat 
d. ter a dan nama salah satu c_aton yang ~ uar koW scpanjang cobJosan =bM~ l (~tu) il~~ ~~~1:!~=a~omor:·rot~, dan nama salah satu 

t~rscbut tidak mengen~r~ Dipilih }ainnya; 
atau lebih Calon yang bah bentuk; dan . . · · 
udak r\lsak dan/ ateu beru disediakall oleh Parutia Pemilihan. e. - -..wo, ... alcAn alat yang f. dicoblos menis&~-- 

Pasal 34 

Pasal 32 

( 1) Setelah batas akhir Pemungu~ Suara, KPPS membuka kotak suara dengan 
atau tanpa disaksikan para saksi. . tah . 

PS liti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk menge ui 
(2) KP mene diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor 

suara yang ak Di ilih urut dan/ atau nama Calon yang Berh ip . 

Pasal 33 

Paragraf2 
Penghitungan Suara 

( 1) Dal~ hal pemilih mencrima surat suara yang tcmyata rusak, pcmllih dapat 
memmta surat suara pcngganti kepada KPPS dan kemudian KPPS mcmbcrikan 
surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali. 

(2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, pcmilih 
dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS 
memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali. 

(3) Penentuan waktu dimulai dan bcrakhimya pcmungutan suara ditcntukan oleh 
Panitia Pemilihan. 

(4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih 
wajib berada di tempat yang disediakan olch Panitia Pemilihan. 

(5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan 
izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 31 

Pasal 30 
Pemungutan suara dilakukan den me . 
yang berisi nomor foto clan nama ~ . mberikan suara mclalui surat suara 
dengan mengg\lnakan alat yang di~~fe~~- Dipllll:1.dalam bilik suara 

(2) Pemberian suara untuk Pemilihan Ke anitia .Pemilihan. 
mencoblos salah satu bar pala Desa dilakukan dcngan cara 
dalam surat suara. gam foto Calon yang Bcrhak Dipilih yang terdapat 

(3) Set~lah surat suara dicoblos, pcmilih memasuk.kan surat suara dalarn kcadaan 
terlipat ke dalam kotak suara yang discdiakan. 

t 

I 



Pasal 38 

Pemilihan Kepala Dcsa terdapat perselisihan atau 
( 1) Dalam ha1 pe~~ an Berhak Dipilih terhadap hasil pemilihan Kepala 

kebcratan dari Calo1 n . g di.lakukan secara berjenjang melalui tahapan 
Desa, maka penyc esaiannya 
sebagai bcrikut: a. Calon ... 

(1) Dalam hal Kepala Dcsa Tcrpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap 
sebelum dilantik, maka : 
a apabila Calon yang Berhak Dipilih berju.mlah 2 (dua) atau lebih langsung 

· dilakukan pemilihan Kcpala Desa mclalui mckaniamc musyawarah deea; 

atau ( ) dilakukan b apabila Calon yang Berhak Dipilih hanya 1 satu orang, . 
· pendaftaran ulang untuk pemilihan Kepala Dcsa dengan mckanisme 

musyawarah desa. . 1 h 
(2) M arah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan_ o e 

usyadw bcntuk Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Pcmenntah BPD cngan mcm 
Desa. 

Pasal 37 

(1) Panitia Pemilihan melaporkan basil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara 
Pemungutan Suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan 
suara untuk ditetapkan menjad! K~prua Desa Terpilih d~n&M Keputusan BPD. 

(2) BPD menet.a.pkan Keputusan BPD tentang Kepa.la Desa Terpilih dan 
menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
laporan hasil pcmitihan. 

(3) Keputusan BPD tcntang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan kcpada Bupati melalui Carnat untuk ditctapkan mcnjadi 
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. 

(4) Bupati mencrbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan 
Kepala Dcsa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditcrima Keputusan BPD 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kcpala Desa Terpilih paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditcrbitkan Keputusan Bupati scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (4). 

(6) Pcjabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu Wakil 
Bupati atau Camat. 

Pasal 36 

Paragraf 3 
Calon Tcrpilih 

Pasal 35 

(1) Calon yang Berhak Dipilih yan 
sebagai Calon Tcrpilih. g mcmperoleh suara tcrbanyak dinyatakan 

(2) ~pabila terdapat lebih dari l (satu) orang Calon yang Berhak Di ilih 
jurnlah suara terbanya.k yang sama maka Calon T ifui ;endapat 
bcrdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. erp tct.apkan 

(3) Dalam. hal Calon yang Berhak Dipilih mcndapat jumlah suara tcrbanyak sama 
dan wilayah perolehan suara yang sa.ma maka dilakukan Pemilihan 
kedua paling lambat 7 (tujuh) hari. , putaran 

(4) Peneta~ Calon T~rpilih dituangkan dalam Berita Acara Pcmungutan Suara 
y~g ditandatangani oleh Kctua dan Sekrctaris Panitia Pcmilihan serta dapat 
dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih. 

Bagian Kecnam 
Tahapan Penetapan 



a. Calon yang Berha:1' Dipilih mcngajukan keberatan kepada Panitia Pemiliban 
dan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari · ak 
Desa ~erp~ dan Panitia Pemilihan be=J 8&;;1c~= 
mem~rikan Jaweben dan penyclesaian dalaro jangka waktu diroaksud; dan 

b. Apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban 
atau penyc~esaian .dari ~tia Pemilihan dan BPD, maka dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) .~an semenjak pcnyelesaian oleh Panitia pemilihan dan BPD, 
Camat ~rkewa.i1ban memberlkan jawaban dan penyelesaian dalam j .... ...t,,. 
waktu dimaksud. QU~ 

(~) Apabila penyelesaian permaaalahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum daJ:>9.t diaelesaikan, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui 
Camat pahng lama 7 (tujuh) hari sejak pemberian jawaban dan penyelesaian 
oleh Camat. 

(3) Setelah mencrima laporan dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari. 

(4) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi permasa1ahan 
sebagai berikut : 
a. apabila hasil identifi.kasi merobuktikan adanya kesalahan Panitia Pemiliban, 

Bupati memerint.ahkan BPD untuk melaksanakan pemilihan ulang; atau 
b. apabila hasil identifi.kasi mcmbuktikan Panitia Pcmilihan telah benar, 

Bupati mcmcrint.ahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa 
Terpilih. 

(5) Dalam hal pcnyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, 
maka Calon yang Berhak Dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemiliban 
dapat mengajukan proses hukwn dalarn jangka waktu 3 (tiga) hari sejak 
berakhirnya proses pcnyelesaian oleh Bupati. 

(6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari scbagaimana dimakaud pada ayat (5) 
Calon yang Bcrhak Dipillh yang keberatan terhadap basil pemilihan tidak 
mengajukan proses hukum, maka Pa.nitia Pemilihan scgera melaporkan hasil 
pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih. 

(7) Keputusan BPD tentang Kepala Oesa Terpilih sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi 
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. 

(8) Bupati menerbitkan keputusan mengcnai pengesahan dan pengangkatan 
Kepala Desa paling lambat 30 (tip puluh) hari sejak diterima Keputuean BPD 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (7). 

(9) Bupati atau pejabat lain yang ditwljuk melantik Kepala Dcsa Terpilih paling 
larnbat 30 (tiga puluh) hari scjak diterbitkan Keputusan Bupati scbagaimana 
dimaksud pada ayat (8). 

(10) Pejabat lain yang ditunju.k sebagaimana dimaksud ayat (9) yaitu Wakil Bupati 
atau Camat. 

(11) Dalam hal persclisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) dapat 
diselesaikan, maka BPD menerbitlcan Keputusan BPD tentang Kepala Deea 
Terpilih. . 

(12) Dalarn hel Calon yang Berhak Dipilih mengajukan proses hulrum sebagairn~~ 
dimaksud pada ayat (5), Keputusan BPD tentang. Kepala Desa Te~ 
ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengaclilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

13) Ke utusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih 
( RC~agaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan setelah mendapetkan 

putusan pengadilan yang mcmpunyai kekuatan hukum tetap. 
Bqian Ketl.tj\lh ... 



BAB IV ... 

(l) Dalam hal terdapat Calon yang Berhak Dipilih ~engun?W:kan diri atau 
berhalangan tet.ap, secara adminietratif dianggap tidak terjadi pengunduran 
di · dan mungut.an suara teta_p clilaksanakan. 

rr, pc . . ilih bagaimana diroaksud pada ayat (IJ 
(2) Apabila Calon yang ~r~y~t ma::. Calon yang Berhak Oipilih yang 

mendapatkan suara rban ak •peringkat kcdua ditetapkan eebagai Caton 
mendapatkan suara ter Y 
Terpilih. 

Pasal 42 

( 1) Cal on yang Berhak Dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD ates usul 
Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai Calon yang Bcrhak Dipilih 
yang bersangkutan: 
a. meninggal dunia; 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan pcncalonan Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud dalaro Pasal 12; dan/at.au 
c. terbukti melakukan pelanggaran sehagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (2). 
(2) Dala.m hal setelah ditetapkannya Calon yang Berha.k Dipilih dengan Keputusan 

BPD tcrdapat 1 (satu) atau lebih Calon yang Berha.k Dipilih yang dinyatakan 
gugur yang mengak:ibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih, 
maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan 
untuk proses pendaft.aran ulang. 

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan dengan peractujuan BPD menetapkan Keputuaan 
tuk melakukan pendaft.aran ulang sebagaimana diroaksud pe.da ayat (2), 

secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sehagai Caton yang 
Bcrhak Dipilih lainnya. 

Pasal 41 

Bagian Kedelapan 
Gugumya Calon yang Bcrhak Dipilih 

Pasal 40 

(1) Calon yang Bcrhak Dipilih dilarang menjanjikan, memberikan uang dan/atau 
barang untuk mempengaruhi pilihan pcmilih. 

(2) A?uan . terhadap pel~ggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada pihak bcrwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi 
proses I pemungutan suara .. 

(3) Aduan sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Calon atau pemllih 
yang mempunyai hale pilih. 

Bagian Ketujuh 
Larangan dan Sanksi Pelangganm 

Pasal 39 
(1) Selama masa pemilihan K O 

~g membuat kepun'.iSS.:~/ a~:·~fat.n dan/ atau Panitia Pemilihan 
merugikan salah satu Calon yang Bcrhak ff ilih yang menguntungkan atau 

(2) Dalam hal Kepala O ip · 
laran an se . esa, .BPO dan/atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan 

g bagaunana dunaksud pada ayat ( 1) maka diberikan sank . . 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. s1 eesuai 

(3) ~~te~tuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi eebagaima 
irn sud dalam Pasa.1 (2) dapat diatur dengan Peraturan Bupati. na 

I 



BABV ... 

( 1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan : 
a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis 

pelaksanaan pemilihannya dila.kukan oleh Panitia Pemilihan; 
b. pengesahan Calon Kepala Desa yang Bcrhak Dipilih oleh Musyawarah Desa 

melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 
c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui 

mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang 
telah disepakati oleh Musyawarah Desa; 

d. pelaporan basil pemilihan Calon Kepala Desa kepada Musyawarah Desa; 
e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa; 
f. pclaporan basil pcmilihan Kepala Dess. melalui Musyawarah Desa kepada 

BPD da1am jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa 
mengesa.hkan Calon Kepala Desa Terpilih; 

g. pclaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa_ oleh Ketua 
BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menenma laporan 
dari Panitia Pemilihan; 

h nerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan J:>C:n~gka~. Calon 
· ~pala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) han seJak ditenmanya 

laporan dari BPD; dan . . . 
· pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 [tiga puluh) hari SCJak 1• dite b'tkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa T:;uiii dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. . . 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pcmilihan Kepala Desa Antar Waktu 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 45 

Pasal 44 

(1) Paling lama 15 (litna belas) hari sejak Kepala Deea diberhentikan, BPD 
membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu. 

(2) Pengajuan bia!~ pe~i~an dengan beban Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
~esa oleh Panitia ~m1lihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbcntuk. 

(3) Pembe~an persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama 
dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia 
Pemilihan. 

(4) Pcngumuman dan pendaftaran Baka! Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan 
dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. 

(5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia 
Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. 

(6) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling 
sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang 
dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Calon 
Kepala Desa Antar Waktu yang Berhak Dipilih. 

BAB JV 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR W AKTU 

MELALUI MUSYAWARAH DESA 

Pasal 43 

Musyawarah Desa yang diselenggarakan kh . 
Kepala Desa antar waktu dilaksanakan in u~us untuk ~laksanaan ~miliha.n 
bulan terhitung sejak Kepala Desa diberh~m!n~ dalam jangka waktu 6 [enam] 



BAB VD .•. 

{ 1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal 
pelantikan. 

(2} Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat menjabat pa.ling 
banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secant 
berturut-turut. 

(3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa seba~ima~ ~imaksud 
dalam Pasal 46 melaksanakan tugas Kepala Desa sampar habis sisa ma.sa 
jabatan Kepala Dess. yang berhenti. 

(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan set>a_g~a ~sud pada ayat (2) 
termaeuk maeajabatan Kepala Deea yang dipilih melalui Musyawarah Desa, 

(S) Dalain hal Kepala Desa bcrhenti karcna permin~ sendiri sebcl~ habis 
masa jabatannya atau dibcrhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat I 
(satu) periode masajabatan. 

Paaal 48 

Bagian Kedua 
Masa Jabatan 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu 
dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelahsetelah 
mengucapkan ~~~/janji ~~ berikut : ·oemi ~ ~) 3aya 
bersumpah/bcrjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya eclaku Kepala 
Desa dengan sebailc-baiknya, scjujur-jujurnya dan scadil-adilnya; Bahwa saya 
akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 
Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 
Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 scrta 
melaksanakan scgaJa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia." 

(2) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Serita Acara 
Pengarnbilan Sumpah/ Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil 
sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniwan. 

(3) Serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat 
baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Serita Acara Serah 
Terima Jabatan dan penyerahan Memori SerAh Terima -Jabatan. 

Pasal 47 

Bagian Kesatu 
Pclantikan dan Serah Terima 

BAB VI 
PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN 

Pasal 46 

(1) Biaya Proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Biaya . Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Walctu atau yang melalui 
me~sme musyawarah desa bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Desa. 

BABV 
BIAYA PEMIUHAN I 



(4) Dawn ... 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan P . tahan 
pembangunan d emenn Desa melaksanak.an esa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan1 be masyarakat desa. pcm rdayaan 

(2) Dalam mclaksanakan tu bag · . 
berwenang: gas sc aimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Desa 

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa· 
c. mel~akan pemblnaan Perangkat Desa; ' 
d. mengalihkan tugas/jabat.an Perangkat Desa yang berkedudukan setara: 
e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; ' 
f. mcnetapkan Pcraturan Deaa: , 
g. mcnetapkan APB Desa; 
h. mcmbina kchidupan masyarakat desa· 
1. mcmb~a ketentraman dan ketertiban 

1masyarakat 
desa; 

J. membina dan meningkatkan perckonomian desa serta mengintegrasikannya 
agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besamya 
kcmakmuran masyarakat desa; 

k. mcngembangkan surnbcr pendapatan desa; 
l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
m. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 
n. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
o. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
p. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan pcraturan perundang­ 
undangan; dan 

q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dcsa 
berkcwajiban: 
a. memcgang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­ 

Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan 
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ilea; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, 
d. menaati clan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e. mcl.aksanakan kchidupan demokra.si dan berkeadilan gender; 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 

profcsional, efektif dan efisien, bcrsih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 
ncpotisme; . 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan 
di desa; ba.ik 

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Oesa yang ; 
mengelola keuangan dan aset dcsa; j: mel.aksanakan uru~ pemerm~ yan~ menj.aci! kewenangan desa; 

k. menyeJesaikan perselisihan ~asyarakat di desa, 
1 men embangkan perekonorman masyarakat desa; . 
~- m~bina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat d~sa, . 
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan ~ d~, 

bangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan o. mcngem 
hidup; dan 

berikan informaai kepada ma.syarakat desa. p. mem 11.Aau 

BAB VII 
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK 

Pasal 49 



(4) Pelaksanaan ... 

(l) Kepala Desa wajib menyampaikan ~poran. Penyelcnggaraan Pcmerintahan 
Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf b kepada 
Bupati melalui Camat. · dimaks d d 1 araan Pcmerintahan Desa sebagaimana u pa a 

(2) LaporandiJi>f!nY:~!~n paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhimya masa ayat ( 1) sam~· 
jabatan. . tahan Desa seb ... naiJnana dimaksud pada 

(3) Laporan penyelcnggaraan Pemenn ~ 
ayat (l) paling sedikit memuat: . 
a ringkasan Iaporan tahun~tahun sebelumnya. tuk 5 [lima] bulan sisa 
b·. rencana penyelenggaraan Pemcrintahan Desa un 

masa jabatan; · ·. d 
c. hasil yang dicapai dan yang bc:lum dicapa1, an 
d. hal yang dianggap perlu perbaikan. 

Pasal52 

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.1 51 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran. 

(2) Laporan penyelenggara.an Pemerintahan Desa sebagaimana dimakaud pada 
ayat ( 1) paling sedikit memuat : 
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. pcrtanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; 
c. pelaksanaan pembinaan kcmasyarakatan; dan 
d. pclaksanaan pcmberdayaan masyarakaL 

(3) Laporan penyelenggaraan Pcmerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembiftaan 
dan pengawasan. 

Pasal 51 

Pasal 50 

Dalam rnelaksanakan tugas kewenangan, kewajiban, dan haknya, Kepala Desa wajili: ' 
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pcmerintahan Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada Bupati; 
b. ~enyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati; 
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara 

tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan 
d. memberikan dan/ atau menyebarkan infonnasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. 

BABVIIl 
LAPORAN KEPALA DESA 

Dalam melaksanakan tugas ha . 
berhak: sega,roana diroaksud pad.a ayat (1), Kepala Desa 
a. mengusulkan struktur . . 
b. mengajukan rancan odrgarusa.s1 dan tata kerja Pemerintah Desa; 

. gan an menetapkan Peraturan Desa· 
c. menenma penghasilan tetap eetiap bu1an . • 

lainnya yang sah, serta mendapat . . k • tunJangan, dan penerimaan 
d. rnenda tkan · Jam.man esehatan; 

be~ perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan· dan 
e. mem rikan mandar pelak • 

Perangkat D sanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada esa, 



·, . . 

o. melakukan ... 

n. 

Kepala Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain, dan/ atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunaka.n wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tcrtent:u; 
e. melakukan tindaka.n rneresahkan sekelompok masyarakat desa; 
f. melalrukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dim/ atau 

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan d.ilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisas! t~rlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten, dim jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan; 

j. ilrut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dlm/atau 
pemilihan Kepala Daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; 
1. meninggalkan tugas ~lama 30 (~ga pulUh) h~ kerja berturut-turut tanpa 

alasan yang jelas dim tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
rn. mcrangkap jabatan sebagai Ketua dim/ atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan 

DCM; 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

Pasal 55 

Bagian Kesatu 
Larangan 

BAB IX 
LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 54 

Kepala D~sa menginformasikan secara tertulis dan dengan media infonnaai yang 
mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
kepada masyarakat Desa. 

Pasal 53 

(I) Kepala Desa menyampaikan la k 
Pemerintahan Desa sebagaimana ~~ ,,1_ 1e_~rangan pcnyelenggaraan 
akhir tahun an k . su \.U:UtUll Pasal 51 huruf c sctiap 
setelah ber~ya tah epada BPD sccara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan 

un anggaran. 
(2) !i?-poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 

unaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa. 
(3) ~poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa scbagaimana 

dirnaksud pads. ayat (1) digUnakan oieh BPD dalam mela.ksanakan fungal 
pengawasan kinerja Kepala Desa. 

(4) Pelaksanaan atas rencana 1 
dima.ksud pada ayat (3) h=Y; ~~ Pemerintahan Desa scbegeimana 
dalam memori serah terima jabatan. porkan oleh Kepala Desa kepada Bupe.ti 



Pasal 60 ... 

(1) Kepala Desa yang dibcrhcnti.kan acmcntara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 dan Pasal 58 sctelah melalui proses pcradilan temyata terbukti tidak 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah rneinpunyaJ kekUatan 
hukum tetap, paling lama 10 (scpuluh) hari scja.k pcneta~ pu~san 
pengadilan diterima oleh Kcpala Desa, Ke~a Desa menyampaikan pctikan 
putusan pcngadilan dimaksud kepada Bupati. 

(2) Bupati merchabilitasi dan mengaktifkan kembali ~epala ~ yang 
bersangkutan scbagai Kcpela Desa sampai dengen ~ ma~ Jab&tannya 
palin lama 20 (dua puluh) hari sejak Bupati menenma petikan putusan 
pcng!dilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

• ..... ,.1 .. Desa yang diberhenti.kan scmentara sebagaimana dima.ksud 
(3) Apabila Ker-) lab berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi pada ayat ( l te , 

nama baik Kcpala Dcsa yang bersangkutan. 

Pasal 59 

Bupati mcmbcrhcntikan sementara Kepala Desa tanpa mclalui usulan BPD dalam 
hal: 
a. dinyatakan sebagai terda.kwa yang diancam dcngan pidana pcnjara paling 

singkat 5 (lima) tahun bcrdasarkan register pcrkara di pcngadilan; atau 
b. ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, 

ma.kar, a tau tindak pidana terhadap kcamanan negara. 

Pasal 58 

Pasal 57 

Bupati memberhentikan sementara Kepa.la Desa melalui usulan BPD dalam haJ: 
a. berstatus sebagai tcrsangka atau terdakwa karena terlibat dala.m suatu tindak 

pidan~ kcjaha~ karcna kesengajaan selain pidana korupsi, tcrorismc, makar 
atau tindak pidana tcrhadap kcamanan ncgara yang diancam dcngan pidana 
penjara; dEID/ atau 

b. menjalani proses penahanan selama proses pcmeriksaan perkara pidana; 

BABX 
Pemberhentian Sementara 

Bagian Kedua 
Sanksi 

Pasa156 
( 1) Dalam hal Kepala o · dal esa tidak melaksana.kan kewajiban h ........ : - 

. am Paeal 50 ayat (c) dan Pasal 51, clan melakukan SC~cuuu,.na ~sud 
dimaksud dalam Pasal 56 dik . sank . dmini . larangan sebaga1rnana 

• enai si a stratif berupa teguran tertuli 
(2) Dalarn hal sanksi admini tratif . s. 

dilaksanakan dilakukan s . scbagaunana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaniutkan d, tin~ pcmberhentian sementara dan daeet 

:.1 engan pemberhcntian. _. 

(3) Ketcntuan lcbih lanjut mengenai mekanisme teguran tertulis diatur de 
Peraruran Bupati. ngan 

melakukan perbuatan 
berkemban dala.m Yang bcrtentangan den 
menghilan,l __ k masya.rakat atau melaku.ka!8° ~rma Y~g hidup clan 

51UU1 cpercayaan masyarakat. per uatan lain yang dapat 



(2) Kcpala ... 

' il bila berhenti SC...._....,.; ( 1) Kepala Ocaa yang berstatus Peg~wai N~~eri Sip apa uag..u 
Kcpala Dcsa dikembalikan kcpada mstansr mduknya. 

Pasal 62 

( 1) Kepala Desa berhcnti, karena: 
a. mcninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena: 
a. berakhir masa jabatannya; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 
d. dinyatakan terbukti melanggar aumpah/janji jabatan; 
e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) 

desa atau lebih menja.di 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa; 
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; 
g. melanggar larangan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 55; dan/atau 
h. dinyatskan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, 
(3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan scbagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati 
mew.lui C~, ~~lgul ~pµ~ Musyaw~ PPP. 

(4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, 
huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, bcrdasarkan 
Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
Anggota BPD. 

(5) Pemberhentian Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditctapkan 
dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditcrimanya 
usulan BPD. 

(6) Tanpa usulan BPD, Bupati m.emberh~ntikan Kepala Desa yang terbu.kti 
melakukan tindak pidana sebagaunana dimaksud dalam P9:sal 57 dan Pasal 58 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukwn 
tetap. 

Pasal 61 

BAB XI 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Pasal 60 
( 1) Dalam hal Kepala Desa , 

dalam Pasa] 57 d diberhentikan sementara seh..,.'9,..: - 
Kepala D ~ 58, Sekretaris Desa melak ~ diroaksud 
kekuatane~ukumsampa.t dengan adanya putusan pen= tugas dan kcwajiban 
dir tetap dan pelantikan P . yang telah mempunyai 

ehabilitasinya Kepala De enJabat Kepala Desa atau sam . 
(2) Dalam hal Kepala Desa di:\1 . pai 

ayat (I), Carnat menetapkanr ;:~tikan· scmentara schagairoana dimaksud pada 
Kepala Desa dengan Keputusan c~U:~ Desa sebagai PeJaksana Tugas Harian 



Dalarn hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) 
tah karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan 
hU:::: b serta (liberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) _huruf ~· ~~ c! 
hurui' d, hurui' I, huruf g da.n huruf h, Bupati mengangka~ ~gaw_ai Negcn S1pil dari 
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa samper dilantiknya Kepala Desa 
yang baru. Pasal 66 ... 

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 
(enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang clan 
kcwajibannya, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan 
pemeriksaan kesehatan. 

(2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
membentuk Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa. 

(3) Apabila basil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan 
yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan 
kewajibannYe., maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepa.la Desa dan 
sekaligus mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. 

(4) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyat:akan 
yang bersanglrutan dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. 
maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya. 

BABXIl 
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal 65 

Pasal 64 

Pasal 63 

(1) Bagi _:1(epala Desa. yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan 
kewajibannya karena berhalangan sementara atau dibcrhentikan ~ntara 
maka Carnat rnenugaskan Sekretaris Desa untuk menjalankan tugaa 
wewenang, dan kewajiban Kepa.la Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Ke~ 
Desa, dengan Keputusan Camat. 

(2) Dalam . hal Se~etaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan scmcntara 
atau dtberhentikan, maka Camat mcnugaskan sa1ah satu Kepala Seksi atau 
Kepala U~san yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenan& 
dan kewajiban Kepa.la Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, 
dengan Keputusan Camat. 

(3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan kepada Bupati. 

(4) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentuk.an kebijakan 
yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan mcminta kcscpakatan 
BPD. 

(5) Ketentuan lcbih lanjut mcngcnai kcbijakan yang bc~ifat prinsip sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XI 
PEJABATYANG MEWAKlLI DALAM HAL 

KEPALA DESA BERHALANGAN 

Kepala Desa. yang berstatus Pe . . . . 
usia pensiun sebagai Pegaw!a;~ N~ge~ ~1pil. apabila tclah mencapai betas 
sebagai Pegawai Negeri Si il d . gen Sipil d1berhentikan dengan hormat 
peraturan perundan dip engan memperoleh hale sesuai dengan ket.cntuan g-un angan. 

;t(2) 

I 



( 1) Pernbinaan dan pengawasan yang dllalrukan oleh Pemertntah Daerah mellputi : 
a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang 

dilaksanakan oleh desa; 
b. mcmberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 

Desa· 
c. memberikan pedoman penyuaunan percncanaan pembangunan partiaipatif; 
d. melakuka.n fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa; 
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; 
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; 
g. mengawaai pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aaet desa; 

h. melakukan ... 

Pasal 70 

BAB XIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

( 1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD 
dan rekomendasi Camat. 

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa. 

(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa 
yang baru a tau Kepala Desa An tar W aktu. 

(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau 
pejabat lain yang ditunjuk. 

(5) Oalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentu.kan kebijakan yang bersifat 
prinsip, terlebih dahulu meminta persetujuan Pimpinan BPD. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 69 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Dcsa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67, paling 
kurang harus m~mah~i bidang kepemimpinan dan teknis pernerintahan. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan 
Kepala Desa. 

Pasal 68 

Pasal 67 

(1) Dalam hal terjadi keb~jakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, 
Kepal~ Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan clan selanjutnya 
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati. 

' Dalam hal sisa. masa Iabetan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun 
karena ~rhenti ~bagaunana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf 
b serta diberhentikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf 
d, hu1:11' f, huruf g dan huruf h, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari 
Pemenntah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala De 
Antar Waktu. sa 



BAB XV ... 

BAB XIV 
KETENTUANPERAUHAN 

Pasal 72 

Masajabatan Kepala Dcsa yang ada pada saat ini tetap bcrlaku samp&i habis masa 
jabatannye- 

(1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pcngawasan desa. 
(2) Pcmbinaan dan pcngawasan yang dilakukan oleh Camat mcliputi : 

a. fasilitasi penyusunan Peraturan Dcsa dan Peraturan Kepala Desa; 
b. fasilitasi administrasi tata Pcmerintahan Desa; 
c. fasilitasi pengelolaan keuangan dcsa dan pcndayagunaan asct desa; 
d. fasilitasi penerapan dan pcnegakan peraturan pcn.mdang-undangan; 
e. fasilitasi pclaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
f. fasilitasi pclaksaoaan pemilihan Kepala Desa; 
g. fasilitasi pclaksanaan tugas dan fungsi BPD; 
h. rckomendasi pengangkatan dan pemberbentian Psrangkat Desa.; 
1. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pcmbangunan daerah dcnga.n 

pcmbangunan desa; 
j. fasilitasi penctapan lokaai pembangunan kawaaan pcrdcaaan; 
k. fasilitasi pcoyc)enggaraan kctcntcraman dan ketertiban umum; 
1. fasilitasi pclaksanaan tugas, fungsi, dan kcwajibe.n lcmbaga 

kcmasyarakatan; 
rn. fasilitasi pcnyusunan perencanaan pernbangunan partisipatif; 
n. fasilitasi kcrja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak kctiga; 
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pcndayagunaan ruang desa scrta 

penetapan dan penegasan batas desa; 
p. fasilitasi pcnyusunan program dan pelaksanaan pcmbcrdayaan masyarakat 

dcsa; 
q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan 
r. koordinasi pelaksanaan pembangwlan kawasa.n perdesaan di wilayahnya. 

Pasal 71 

h. melakukan pcmbinaan d 
Desa; an pcngawasan pcnycJCDggaraan Pcmcrintahan 

1. menyelenggarakan nd.idikan . 
Lembaga Ke~tan De ~ flatihan bagi Pemerintah Desa. BPD. 

J. memberikan sa, an cm~ adat; 
penyclcn~~ atas prestast yang diJaksaoakan clalam 
dan lembaga adat; mcnntahan Desa, BPO, Lcmbaga Kctnasyarakatan Desa, r ::lakukan upaya perccpatan pembangunan perdesaan; 

· lakukan upaya pereepatan pembangunan desa mclaJUi bantuan 
keuangan, bann_.ian pendampingan, dan bantuan teknis; 

m. mc1;akukan pcrungkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga 
kerja sama antar desa; dan 

n. mcm~rikan san.ksi atas pcnyimpangan yang dilakukan oleh Kcpe.la Deaa 
sesuai dcngan kctcntuan peraturan pcrundang-undangan. 

(2) Dalam m~ pernbinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud pe.da 
ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat. 
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Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pa.da tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Pera~ Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Melawi. 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada ~ggal 8 A9u~ ,tu( 1.otb 
\)PA 

Pasal 74 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi 
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pem.ilihan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa (Lemba.ran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 
Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 73 

BAB XV 
KETENTUANPENUTUP 


